
SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 11 TAHUN2O2I

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. bahu'a dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2OI7 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dzrn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
5tr Tahun 2077 lentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahtrn 1958 Nomor 722, Tambahan Lembaran Negara,
Repurblik Indonesia Nomor 1655);
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Mengingat : 1.

b.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan-Lembaran

io.**" Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4

l."t""g pemerintahai Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonelia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja 1t"*u"ra-r, Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tamb=ahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

PeraturanPemerintahNomorlsTahun2ol7tentangHak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

perwafilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2OI7 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah KabuPaten Badung Nomor 5);

peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2ol7 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OI7

tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandul
Anggota Dewan periakilan Ralryat Daerah- (Berita Daerah

Ka6irpaten Badung Tahun 2OI7 Nomor 56)' sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

BupatiNomor23Tahun2o:rgtentangPerubahanKedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 201'7 tentang

Peraturan Pelaksa.t"un Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Berita

Daerah faUupaten Badung Tahun 2OI9 Nomor 23);

3.

4.

5.

6.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2OI7 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5

TAHUN2oITTENTANGHAKKEUANGANDAN
ADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
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Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaar,. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2OI7 Nomor 56) yang telah beberapa kali
diubair, dengan Peraturan BuPati :

a. Nomor 25 Tahun 2OIB tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2Ol7 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggotl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2Ol8 Nomor 25);

b. Nomor 23 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2OI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2OI9 Nomor 23);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Menetapkan wilayah Kuta sebagai acuan penetapan
besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD.

(2) Formuiasi/penghitungan besaran tunjangan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan kajian tunjangan perumahan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ) sebagai berikut :

a, Ketua DPRD sebesar Rp.53.800.000,00 (lima puluh
tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

b. setiap Wakil Ketua DPRD sebesar
Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
setiap bulan; dan

c. setiap Anggota DPRD sebesar Rp'37.500.000,00
(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulan.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tunjangan transportasi
DPRD diberikan dalam
setiap bulan.

bagi Pimpinan dan Anggota
bentuk uang dan dibaYarkan
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(2) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan
yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan
dinas jabatan.

(3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp'24.900.000,O0 {dua puluh
empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

b. setiap Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.22.600.000,00
(dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap
bulan; dan

c. setiap Anggota DPRD sebesar Rp. 17.400.000'00
(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) setiap
bulan.

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada

"yai 
(3j tidak dibayarkan dalam hal Pimpinan dan

Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan'

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar seLiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pJngundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung'

Ditetapkan di angupura
2 Maret 2O2l

Diundangkan di ManguPura
pada tanggal 72 Maret 2021

UPATEN BADUNG,

AWA

ATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 1 i
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Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 1I TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Badung,

19720510 199903 1 008NIP.
e Asteva Yudhva


